Sekretariat Daerah

Pemerintah Kab. Gianyar / Sekretariat Daerah

Jalan Ngurah Rai Nomor 5 - 7 Gianyar Bali 80511 0361944123

Pelayanan Konsultas Kelembagaan Perangkat Daer ah

No. SK :

Per syaratan

1. Data/dokumen terkait kelembagaan Perangkat Daerah
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1. Mengisi buku tamu

2. Konsultasi dengan Kasubag Kelembagaan dan Anjab

3. Konsultasi dengan Kepala Bagian (bila diperlukan konsultasi lebih lanjut)

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Mengisi buku tamu waktu penyelesaian 5 menit
2. Konsultasi dengan Kasubag Kelembagaan dan Anjab waktu penyelesaian 30 menit

3. Konsultasi dengan Kepala Bagian (bila diperlukan konsultasi lebih lanjut) waktu penyelesaian 25 menit

Biaya/ Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 14:53. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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Sekretariat Daerah
Jalan Ngurah Rai Nomor 5 - 7 Gianyar Bali 80511 0361944123

Pemerintah Kab. Gianyar / Sekretariat Daerah
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, dan solusi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0361 (944123) Ex. Bagian Organisasi
2. Email :ortalkabgianyar@gmail.com
3. Website : http://lapor.go.id
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